




LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 

NOMOR : 1'-11 /KPN.W22.UI/SK.OTl.2 /IX/2026 

TANGGAL: 29 SEPTEMBER 2026 

STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS 

ATASAN PEJABAT PENGELOLA PTSP 

KETUA PENGADILAN NEGERl MAKASSAR 

PENGA WAS PTSP 

I. W AKIL KETUA PENGADILAN NEGERl MAKASSAR
(PENANGGUNGJA W AB)

2. JIMMY RAY IE, S.H. (KOORDINATOR)
3. ARIF WISAKSONO, S.H.
4. ARWANA, S.H., M.H
5. HARRIS TEWA, S.H., M.H
6. ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H
7. SlTI NOOR LAILA, S.H., M.H.
8.ANSELMUS ALDRIN RANGGA MASIKU, S.H., M.H.

PEJABAT PENGELOLA PTSP 

l.PANITERA
2. SEKRETARlS

PENANGGU
N

GJA W AB PTSP 

I. KEPALA BAGIANUMUM
2. PANITERA MUDA PIDANA
3. PANITERA MUDA TIPIK.OR
4. PANITERA MUDA PERDATA
5. PANITERA MUDA NIAGA
6. PAN

I

TERA MUDA PHI 
7. PANITERA MUDA HUKUM

8. KEP ALA SUBBAGIAN TAT A USAHA
DAN KEUANGAN

9. KEPALA SUBBAGIAAN
PERENCANAAN TI DANPELAPORAN

JO. KEPALA SUBBAGIAN
KEPEGA W AIAN DAN ORT ALA 

PETUGAS PTSP 

Ditetapkan di : Makassar 
Pada tanggal : 29 September 2026 

� KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, 



LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 
NOMOR: Z.'{t /KPN.W22.Ul/SK.OTl.2 /IX/2026 
TANGGAL: 29 SEPTEMBER 2026 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA PTSP 

1. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola PTSP
a. Menetapkan pelayanan PTSP yang melingkupi selurub

Kepaniteraan Muda dan Subbagian Umum dan Keuangan pada
Kesekretariatan Pengadilan

b. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

c. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada
seluruh aparat pengadilan

d. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengelola, 
Penanggungjawab, dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

2. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola PTSP
a. Menyediakan meja pelayanan terpadu termasuk meja inzage, alat

dukung kerja dan sarana/prasarana untuk penyandang disabilitas
sesuai kebutuhan Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian
Umum pada Kesekretariatan Pengadilan

b. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara
efektif, efisien dan ekonomis

c. Berkoordinasi dengan pimpinan pengadilan, pejabat teknis dan non
teknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat
berjalan dengan baik

d. Pejabat pengelola pelayanan terpadu satu pintu dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab
kepada atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Togas, Tanggungjawab dan Kewenangan Penanggungjawab PTSP
a. Membantu pejabat pengelola pelayanan terpadu satu pintu dalam

mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanaan oleh petugas
PTSP

b. Penanggungjawab pelayanan terpadu satu pintu bertanggungjawab
kepada pejabat pengelola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),
serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas
maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

c. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas
maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

d. Membuat laporan basil monitoring dan evaluasi dan 
menyampaikannya kepada Pejabat Pengelola PTSP setiap bulan.

4. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Pengawasan PTSP
a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP,

minimal 2 ( d ua) kali dalam sehari un tuk memastikan tidak ada
hambatan dalam penyelenggaraan layanan sehari-hari

b. Membuat laporan basil pengawasan dan menyampaikannya
kepada Ketua pengadilan setiap bulan.







2. Memasukan laporan ke aplikasi SIW AS Mahkamah Agung RI
dilakukan selambat-lambatnya 1 hari setelah menerima
pengaduan

3. Memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna
memonitor tindaklanjut penganganan pengaduan

g. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan)
bertugas:
Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditunjukan
dan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri.

Ditetapkan di : Makassar 
Pada tanggal : 29 September 2026 

iKETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, 




